jdih.metrokota.go.id.

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METROG
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN EENDARAAN BERMOTOR

Menimbang -

Menyingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI%A ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangke melaksanakan kelenman Pasal 135, Pasal
14 dan Pasal b5 Peraturan Daerah Kota Metro Nomer 3 Tahun
20172 tenlang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah
denpan Peraluran Daerah Kota Metro Nomar 6 Tahun 2018 dan
adanya perkembangan pengaturan maka perlu dilakuban
penyesusian serla perubahan  tata  laksana  pemungutan
retribusi penguijian kendaraan bermotor di Kola Metro,

bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran IT Nomor 237 Undang-
Undang Nomer 12 Tahun 2011 terhadap penyesuaian dan
perubahan mengenal tata laksana lersebur, maka Deraturan
Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Laksana
Permnunputan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu
ditinja;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam
huruf & di atas, perlu menetapkan Peraturan Waltkota lenlang
Tata Laksanas Relribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,

Undang Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 98]
Nomor 76, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNornoe 22049):

Lndang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Way Kanan., Kabupaten Dacrah
Tingkat 1T Tampang Timar dan Kotamadya Daerabh Tingkat (I
Merro [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNooior 38250,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 entang Penmbangsn
Keuangan Anlard Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerab
{Lembaran Negara Republhik Indonesia Normor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang MNomor 22 Tahun 2009 tenlang Lalu Lintas
dan Aﬁgkutm1 Jalan [lembaran Negara Republik Indum'.a]ﬁ
Tahun 2008 Nomor 96, Tambaohan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5023);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeralh
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200% Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S045);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P&mbentuigag
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2104 lentang Aparatur Sipil
Megars (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
MNomaor B, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia
Nomaor 54494];

Undang-Undang Notnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesta
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir
denpan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2013 [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambuahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undeng-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemnerintahan ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara FHepublik Indonesia
MNomor 3317);

Peraturan WMenteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Minomal Angkuran Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara
Republik Tndonesia Tahun 2013 Nomor 1383), sebagairnans
telah diubah denpgan Peraturan Menten Perhubungan Nomore

PM 29 Tahun 2015 {(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 228),;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014
lentang Standar Pelayanan Minimal Angkuran Orang Dengan
Kendaraan Bermodor Umum Tidak Dalam Trayvek (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 1391} scbagaimana
divbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter
Perhubungan Nomeor PM 44 Tahun 2019 [Berita MNeogara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 737},
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Peraturan Menteri Dalarmn Megeri Nomor 80 Tahun 2015 tenlang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
9018 [Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor
ERT

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2013 Nomaor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 entang
Retribusi Jesa Umum (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahur
2012 Nomor (4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhiv
dengan Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor @ Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kota Metre Tabun 2018 Nomor =N
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Metro Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nemor 24,
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Metro Nomor 24
sebagaimana telah dinbeh dengan Peraturan Daerah Kota
Metra Nomor 9 Tahun 2019 ({Lembaran Daersh Kota Metro
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kota Metro
MNomor 9);

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA RETRIBUBI
PENGU.JIAN KENDARAAN EERMOTOR.

BABI
EKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1. Dacrah adalah Kota Melro.

2, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagm unsur
penvelenpegara Pemerintabhen  Daerah  yang  memimpin
pelaksansan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan dacrah otonom.

3., Walikota adalah Walikota Metro.
4, Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Metro,

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah vang selanjutnya disingloat
UPTD adalah Unit Pelaksana Telthis Daerah Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Metro,

£, Peiabat adalah Pegawal Negeri Sipil vang diber fugas
terlentu  dilndang Retnbus Daermbh osesusn dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaka.
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kendaraan adalah sealn sarana angkur di jolan yang terdirl atas Kendaraan
Rermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor,

Kencdaraan Bermotor adalah setiap kendarssn yvang diperakksn oleh peralatan
melkanik beruma mesin selsin kendaraan vang berjalan di atas rel.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untule
anghkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.

Maobil Penumpang adalah kendarann bermotor angkuian orang veng e ilild
rempat duduk meksimal 8 {delapan] orang, t-:'r_ma-mult u|§1t-|.}1c pengemudi atan
vang beratnya lidak lebih dari 3,500 {tiga ribu lima ratus] kKilogram,

Maobil Bus adalah kendarsan bermotor anpluian orang vang memiliki tempat
dizduk Jehih dari 8 (delapan) orang, tcnnasuk untuk pengemudy stan yang
beratrva Jebih dard 3.500 (liga ribu lima ratus) kilogram.

Molil Barang adalabh Kendaraan Bermoter yang dirancang sebagian atau
sefuruhnye untuk mengasngkat barang

Kendaraan Khusus adalab kendaraan bermotor sclain dar pade kendarasn
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermolor untuk barang, yang
acnggunsannys tntik keperluan khusus atau mengangkoat barang-barang
o RREIVER

Kerels Candengan adalsh sarana untuk mengangkut barang yang ueluruh
bebarrya ditumpu oleh sarane itu sendin dan dirancang antuk diterik oleh
kendaraan bormaotor.

Kereta Tompelan adalah sarana untok menganglout barang vang dirancang
untuk dilarik dan sebaginn bebannya ditumpu oleh kendaraan bermolor
ponarkrniva.

Rumush-rumah adalah bagian  dari kendaraan bermotor  jemis  mobil
penitrnpang, maobil bus, mobil barang, amau sepeda motor yang berada pada
larrdasan herhentuk ruang muatyn, baik untuk orang maupun barang.

Pengujien Kendaraan Bermotor  adaleh serangkooan  kegiatan  mengail
dan/atau komponen kendaraan bermolor, maobil bus, mobil barang, mobil
penumpang  Lram, kereta gandengan, kerela rempelan dan kendaraan
khusus dalam rangks pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.,

Linit Pelaksana Uji Berkala Kendarasn Bermotor adelabh Unit Pelaksana
Tekniz Dacrah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Keota
Metra,

Uji Berkals adalah Penguwjian kendaraan bermetor yang dilakukan secara
berkala  terhadap seliap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan yang dioperasikcan di jalan.

Penguji Kendaraan  Bermotor adalab  pelugss yvang  diberi tugos,
langping jawab, wewenang, dan hak  secara penuh oleh pejabat vang
berwenang untuk melakukan  penpwilan berkals kendaraan bermotor.

Komperensi  adalah  kemampuan  dan karakreristik vang dimiliki olch
sescorang, berupa seperanghkal pengetahuan, kereramptlan  dan/ atau
keahlan, dan pwerilaku yang  harus dihayati dan dilcuasad uritidds
metaksanalan tugns keprofesionalannya.

Hirnpelens:  Penpujl Kendarszan  Bermotor adalah jenjang keterampilan
dany aley  keahlian  wvang  diperoleh melabai pendidikan dan welatiban
peneLfi kendaraan bermoter yvang disclenggarakan oleh lembruapa
pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk  olch Menter:, dan dibukukan
dengan sertifikat kompetenst dan tanda luahfikas: ileknis pengags
kendaraan bermotor,
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Sertifikat  Kompelensi adalah  legitimasi kurnperensi dalam bidang
pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang  telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian,
wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang ditcrbitlkun
oleh Direktur Jenderal,

Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengulour keakuratan slat pengujian
kendaraan bermolor berdasarkan kondisi standar.

Akreditasi Unil Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermolor
Dinas Perhubungan Kota Metro adalah proses pemberian pengakuan formal
vang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kemdaraan
bermotor telah memenuhi persvaratan uniuk melakukan kegiatan pengujian
berkala kendaraan bermotor,

Pelaksenaan  pengujian  kendaraan bermotor  dilaksanakan -:ﬂlc:h unit
pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang telah memilila akreditasi,

Standar Operasional Prosedur vang selanjuinya  disingkat S0P adalab
serangkaian instruksi tertulis vang dibakukan mengenai berbagal proses
penyelengearaan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan,

Slandar Pelayanan Minimal yang sclanjutnys disingkat SPM  merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yvang berhak diperoleh seliap Warga Nogara
seedara minimal.

Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sclanjuinya disingkar STNK, adalah
tanda bukti pendafiiaran dan pengesahan suatm kendaraan  bermotor
berdasarkan identilas dan kepemilikannya yvang relah didaftar,

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
seorang penduduk sebagai bukli diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana
yahg berlaka di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalab fanda bukti lulus aji
berkala vang dinerikan dalam Bentuk Kartu  Uji, Sertifikat lnlus Uji dan
sliker wji vang dilengkapi hologram dan menyatakan kendaraan bermolor
wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan  penpujian  latk  jalan
kendaraan bermotor dan mendapal pengesahan  dari Penouajl kendaraan
bermotor  vang  memiliki wewenang untuk mengesahltan bukd halus wj
berkala kendaraan bermotor.

Bukti Lulus Uji Elektronik yang selanjutnya disinglkat  BLU-e adalah Sislemn
Pelaksanaan Uji Berkala Kendarasn Bermolor vang pelaksanaan dan hasil
pengujiannya  terintegritasi dengan  Kementerian  Perhubungan  melaha
Direltorat Jenderal Perhubungan Darat.

Bukti Lulus Uji Sementara adalah Tanda bukti lulus uji yang diberilean
pengpanti sementara waktu dikarenakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-g)
tidak dapat dicetak,

Bukt Tidak Lulus Ui adalah Surat yang dikeluarkan olch Penguiji Kendaraan
Bermolor vang berisi komponen komponen vang perlu diperbaiks  yang
ditujukan kepada pemilik, pemegang kendaraan atau kuasa.

Bukti Lulus Uji yang rusak dan hilang diganti dengan bukti lnlus uji yang
baru atau denpan tanda wii vang barua,

Nusnpang Ujl adalah  pelaksansan penpnjian kendaraan bermotor yang
dilalmukan pada pelaksana uji di luar wilayah domizili kendaraan.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

37,

3,

349,

40,

41,

43,

43.

i

Mutasi Uji adalah perpindahan domisili kendaraan bermotor di luar wilayah
unil pelaksana uji.

Retribusi penpujian kendarsan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

[Jji Fmisi adalah pengukuran gas hoang kendaraan bermotor untuk
mendeteksi kinerja mesin kendaraan.

Sertifikat Registrasi Ujl Tipe yong sclanjutnya disingkat BRUT adalah
sertifikat sebagai buktl bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki
sposifikasi teknis dan untuk kerja yvang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan
vang lelah disahlkan dan memilild sertilikat wp Lipe,

Balai Penpelola Transportasi Darat yang  selanjulnya  disingkat BPTD
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Darat.

Tkatan Penguji Kendaraan Bermolor Indonesia vang selanjutnya disimngkatl
TPKEI adalah organisasi profesi penguji kendaraan bermotor di Indonesia,

Tanda Bukti Pembayaran odaloh surat keterangan yang menyataken bahwa
sescorang teluh membayar sesuatu sesual dengan ketentuan yang berlaku,
dapat berupa kuitansi, resi, souk dan/ataun dokumen  lain yang
dipcrsamakan.

Bank Penerdma Retribusi adalah Bank vang ditunjult oleh Pemerinteh Daerah
Kota Metro sehagai penerima Pendapatan Dacrah.

BAE II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pelaksanasn pengujian kendaraan bermotor adalah

.

Ts.

el.

(L)

memberikan  jaminan  keselamatan secara teknis terhadap penggunaan
kendaraan bermolor di jalan; '

terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan terhadap seuap
Kendaraan bermotor vang dioperasikan di jalan;

terwujudnya tertib administrasi kendaraan bermotor waltu beroperasi
di jalan;

terselenggaranya pelayvanan jasa pengujian kendaraan bermotor sesual
dengan standar vang ditetaplkan;

terselenpgearanyvy hasil  wjl berkala kendaraan bermotor yvang
tenntepntas dengan Kementernan melalul Digen Perhubungan Daral
Direlitorat Sarana dengan bentuk Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU e}

BAEB III
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Ohjek Retrbuws adalah pelayanan yang discdiakan olch Pemermtabh Daerah

berupa Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor Wajib
LIji.
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Kenidaraan Bermolor Wajib Uji scbagaimana dimaksud ayat [1} yaitu
a.  mobil bus {termasuk bhus parwisdls dan bus plat merah};

b, mobil barang (pick wp, tnak sedang dan truk besar),

¢, mobil penumpang umum {mikrolet, taksi, kendarasn sewa dan trovel serta
kendarasn dengan tanda nomor kendaraan hitam yang dikomersilkan),

d. kerets gendengan;
e. kereta tempclan;

[ Kendaraan khusus (tractor head, kendaraan penganghkur bahan berbahaya
dan beracun, mobil pemadam kebakaren mobil ambulan, mebil jenazah,
mobil service, kendaraan pengangkur barang curah, kendaraan penganglat
barang cair, kendaraan pengangkut dengan fasulitas pendingin, kendaraan
pengangkut  hewan dan  tumbuh-lumbuhan dan  kendarasn  dagang
maltanan).

Subjck Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum  yang
memperoleh jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Fagpal 4
Kewenangan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas,

Kewenangan dan Kewajiban Dinas adalah ¢
a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran kendaraan bermaotor wajib uii;

E. menghilung dan menetapkan besarmya retribusi;

c. melakukan upave-upava untuk meningkatkan penerimaan  Retribus:
Pengupan Kendaraan Bermotor,

melakukan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji secara herkala;
melaporkan pelaksanaan pungulan relnbesi kepada Waliloota.
Dalam pelaksanasan kepinion dimeksud pada ayat (2) berpedoman kepada

Peratiran Perundangan vang mengatur tentang Administrasi Keusangan
Daerah dan Sistom Administras: Relrbusi Daerah.

BAR V
JENIS PELAYANAN DAN TATA CARA PENGUJIAN

Pasal &

Jenis pelayvanan pengujian kendaraan bermolor, terdict dard

A

uji Kendaraan Bara vang meliputi keglatan  pengguan permohonan
pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikast ekrs kendaraan
wajih ufi, pemberian Nomor Uji Kendarasn Bermotor dan pembuatan kartu
induk Ui Berkala Kendaraan Bermoior, pada Unic Pelaksang Telkmis Dasrah
Penipupan Kendaraan Bermotior sesua domisili permilik kendaraan paling lama
14 [empat belas) hari sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali dan SRUT;

ujl Berkala Perpanjangan yang dilalukan 6 {enam) bulan  setelah ufi berkala
pertama dan selanjutnya dilalukan setiap © (enarm) balan;

mutasi U Kendaraan;

numpang Uji Kendaraan.
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(=)

Pasal &

Setiap perseorangan alau badan hukum yang memiliki kendarasn bermator
sehagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraluran Walikota mi, baik uniuk
kendaraan bam maupun lama wajib mendaftarkan dan melakukan un berkala.

Tata cara pendaftaran uji berkala kendaraan  bermotar  adalah sebagai

herikut:

4, mengajukan permohonan secara tertulis dan alau online kepada Kepala
Dinas cg. Kepala UPT Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dengan
mengpunakan format permohonan yang lercantum dalam lampiran [ dan
mcorupaken bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walilota i,

b, pemohon membawa persyaratan administrasi untuk jenis  pengajian
sesusi dengan leetentuan dan S0P Penpujian Kendaraan Bermalor;

¢.  membawa kendarasn untuk diperiksa dan divji pada UFP Daerah
Pengujian Kendaraan Bermolar;

d. format daltar uji kendaraan sebaguimana tercantum dalam Lampiran TI
dan merupakan bagian yang tdak terpisahkan dan Peraturan Walikota
1m1i;

e, format Kartu Uji sebagaimana tercantum dalam  Lampiran [V dan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dan Peratoran Walikota g

f. format Sertifikat Lulus Uji sebagaimans lercantum dalam Lampiran V
dan merupakan Lagian vang Hdak terpisehkan darl Peraturan Walkota
ini;

g, format Stiker Uji =cbagaimana tercantum dalam Lampiran ".:'E dan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

h. [ormat Tanda Bukti Lulus Uji sehagaimana tercantum dalam Lampiran V1T
dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan deri Peraturan Walikota
ini,

Hasil darn pada pemeriksaan 1jl kendaraan bermotor sebagaimana dimelksuad
pada Pasal 5 adalah  pernyataan lulus uji dengan  diberikan Kartu Uji,
Sertifikat Lulus Uil dan Stiker Uji yang terintegrasi dengan BLU-e,

Dok umen Eu‘if,l_.i Lulus Uji Bementara vang diberikan dapat dipunakan sebagai
pengganti sementara wakiu dan dapat ditnkarkan kembali dengan BLU-¢
dengan jangka wakhl maksimal 14 Hari kerja.

Terhadap kendarsan vang diperiksa dan divji, apabila dinyatakan bdak lulus
uji dengan bukti surat tidak alus wji, maka pemilik kendarasn wajib
melakukan ujfi ulang dengan terlcbih dabulu memperbatks komponern-
komponen kendarsan yvang dinvaltakan tidak lulus uji dan dikenakan biaya
jasa pengu)lan dengan batas waklu vang Lelah ditentukan,

BAB VI
TARIF DAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pazsal 7

Sectiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), vang
memperolch pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor baik uji berkala pertama,
prrpanjangan, mutasi, numpang uji dan perubahan serta pengsantian tanda buldfi
bulus v, wajib membayar retribusi.
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Pagal B

Besarnya tarif retribusi pengujian kendarasn bermotor sebagaimana dirmaksud
dalamm Pasal 7 adalah sebagai berilout :

il

.

(L]
2]

(4]

()

(L}

(2]

(3)

(1)

(2)

Penelapan uji berkala perpanjangsn Mobil Barang/Bus, schesar Rp. 105000,
(seratus lima ribu mapiahl); '

Penctapan uji berkala perpanjangan Mobil Penumpang Umum, sebesar
Rp. #5.000,-(delapan pulub lima ribu rupiahl;

Penetapan wji berkala perpanjanpgan Kercta Gandeng dan Tempelan, sebesar
Rp. 100.000,-[seratus ribu rupiahj,

Pasal 9
Pemungutan Retribusi dilakukan sesuai dengan masa periode waktu uji.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran atau
dokumen lain vang dipersamakan.

Menunjulk Bank yang telah ditetapkan untuk menerima hasil penerimaan
retribuasi baik secara manual dan atau secara online menjadi penerimaan Kas
Daerah.

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat di
buku penerimaan dan dilaporkan kepada Walikota,

Malam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayal {2) dietas, berpedoman
kepada Peratiran Perundangan yvang berlaku,

Pasal 10
Pemungutan Retribusi terhadap objek rewribusi sebapaimana dimaksud dalam
Pasal & dilaksanakan oleh Dinas cg. UPT Pengujian Kendaraan Bermaotor.

Untuak tertibnva pungutan retribusi ditunjuk bendaharawan Penenma yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas,

Seluruh  hasil penerimasn retribusi yang dipungut oleh  bendaharawan
penerima dizetorkan secara bruto ke kas daerah dalam wakiu 1 x 22 jam,

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

Walikota dapat memberikan penguaranpgan, keringanan dan pembebasan
terhadap retribusi dan denda,

Pengajuan permohonan pengurangan, ketinganan dan pembebasan retribusi
dilakukan secara lertulis dan ditujukan kepada Walikola melahy Eepala Dinas
dengan menyebutkan alasan-alasan.

Pcngajuan permohonan sebagaimana avart (2) tdak menunda kewajiban subjek
retribusi nntuk mermbayar retnbus erutang.

Pengurangan rotribusi dan/atau denda diberikan setinggi-tingginya 2% dari
retribusl yvang terutang.
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(1)
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(3
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BAB VI
KERITERIA EENDARAAN TIDAK DAPAT DIUJI
Pasal 12
UFTD dapat menolak Permohonan Pemilik kendaraan dalam hal Uji Berkala
Perpanjangan.

Penalakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau berdasarkan alasan
a4, Batas Usia Kendaraan; dan

h. Standdr spesifikasi dan/atau dimensi kendaraarn.
Penolakan sebagaimana dimaksud avat (2) diatas dengan alasan sebagai
Lrerikut -

a. Untuk Angkutan Antar Kota Antar Provins usia kendarsan melebihi 25
[dua puluh lima) talhn;

b, Untuk Antar Kota Dalam Provinsi usia kendaraan melebihi 25 [dua puhah
lima) tahun;

¢, Uniuk Angkutan Parwisata usia kendaraan melebihi 10 {sepuluh) tabun;
d. Unluk Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi usia kendaraan melebini 5

[lirma} tahurn;

e. Untuk Angkutan Antar Jemputl Dalam Provins: JGsis kendaraan melelahi 7
[tujuh) tabun;

. Untok Angkutan Perkotaan usia kendarzan melebibi 20 (dua pulub)
tahun;

g Unmk Anplutan Pedessan usia  kendaran melebihi 15 (lima belas)
tabun.

Penolakan denpan alasan dimaksud avat (2] huraf b diatas dikarenakan
standar spesifikasi danfatau  dimensi kendarsen  tidak sesusi dengan
ketentuan vang berlaloa.

EBAB IX
BANKSI ADMINISTRASI

Pagal 13

Dralam hal wajib Rerribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau  kurang
bayar akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2 (dua) % per hulan
dari besaran tarif rewibusi yang lerulang atau kurang baver dan ditagih
dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran atau deolumen lein vang
dipersamakan.

Kendaraan habis masa wi dan tidak dilakukan uji berkala tcpat pada
wakiunya dikenakan sanksi denda berupa :

#. Biaya tambahan sebesar | (satu) kali biava pengujian;

b, Tambahan sebesar 2 [dus) % dar biaya uji setiap 1 (satu] hari
kelerlambatan.

Kendaraan yang habis masa ujl dan dengan sengaja mengubah dan atauy
mengganli tanggal masa berlaku wi, baik pada buku uji maupun pads tanda
SAMpPINg atau sticker serls pengecatan identites lainnya dikenakan sanksi
biaya tambah scbesar 5 (lima) kali biava pengujian,

Pelaksanaan pembayaran denda dengan cara setor langsung ke Bank.
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BAE X
PEMBINAAN DAN PENGAWABAN

Paszal 14
(1} Pembinasn, pengawasan terhadap pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2} Pengawasan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor secara  teknis
cilakukan clch BPFTD Wilayah VI Lampung-Benghkulu serta [PKBI Pusal dan
Provinsi: Lampung,

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

‘ada saat Peratuiran Walikola ini mulal berlalk, Peraturan Walikows Melro Nomor
44 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Rewibusi Pengujian Kenderasn Bermotor
cicabut dan dirvatakan lidak berlaku,

Pasal 16
Peraturan Walikota 1ni mula berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar  seliap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walilota ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan i Motro :
Pada tanpgal € Juli 2020

WALIKOTA METROT, -
A MEIRD, > ;

m:;-méan PAIRIN

Diundangkan < Metro !
Pada tangzgal L July FOMF

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

HKOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR EE
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Lampiran [ © Teraturan Walikola ket

MNotror . 2& Tahun 2020
Tangsal by 2000

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

J1 Budi howme Moo 16 Margare/e Xola Metre Xode Pos 341 11
Telp. 0725 42042

LPID - PENGLLIAN KENDARAAN DERMOTON 121

PERMOIICONAN PENGLLIAN KENDARAAN BEREAMOTOR

. Mo Hﬁnd:uuﬂ: i B
e Merk / “‘.Lpr / Takun Pemboaran
Coodenis S Perunrelkar Magen, Mobas! Mobar Teond. Khasgs -I_:_']u Il

Tidals

Lmum

C. Moo Hﬁﬂgkﬂ S Motor
Ce. Murnor Lyl o
. Tewnpat Pengujian £ Tl Tidak
berlakunva lagi tanda 1:ji o e e
_.'1 Mums Per uaqha_,an
| h. "-f smia Pomilile
i, Alamnat Pernsalwarn/ Pernili _ o
j. Tal. (Th] dirnulainva F"-r'm&ﬁhq;_n : ' : =
k. Kendaraan vang dimiliki S
perusahasan Hanya vang wajib dinj
dan juga yung berseiz i dacrah
pengajian lain; : . -

I Miai dengan sesungsubines
Pernolioen,

helerangan Surat rekomendssi ho (bagl keadarean wumpang wji dan Mulasi):

Sudaly Siap i Ir:r:rmt PL]]E‘LJ__]l:"L]l Kendarasan Bermotor
L T e PR T e Tal : A AR T R 1 0

KEFALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO

AR T rE NI NI AL LA LN -+

WALIEOTA METRO,__
o,

ACHMAD PAIRIN
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Lampiran 11 Peraturan Walikota Metro
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : & W 2020

PEMERINTAH KOTA METRO
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Momor Bulai :

Linit Pelaksana Teknis : UPTD PKB DISHURB KOTA METRO
MNomor Hekening

Telah Terima Uang i ™ R e S T

Terlvilang (Den huruf)

Lrari

HNama Peimibk

Alamat FPemilik

Mo, Kendaraan

Mo, UhifkKir B

Jenis Rendaraarn o R S

Sebagai Permmbayaran

Biava Pengujian e
Mutast R R RS L e
Numpang Uj: R 3 o M

Sanky Denda 1 TL PP

Jurnlah : R .

Terbilang (Den Huruf)

Tangpgal Diterima Uang

Mengetahui Penvetor Banl-: I
NII.
I.br Putih ;. Pemilik kerwdaraan
Lbr Biru ' Bank
Lbr Kuning . Dinaa Perhubungan Kota Metro
Lbr Merah S HPT PER

br Pembayaran Cmline @ (NCR)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA METRO

s R
WALIKOTA METRO,
L _.::.
A
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Lampiran [T : Perataran Walikeds Metro

24 Tahun 2020
Juk

Nummopr

Tanggal

& 2020
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Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro

Nomor @ 2§ Tahun 2020
Tanggal @ & Juli 2020
I":IN -3
H.,,;
.
N
ITE "fé;
i Jﬁ* rl
T |
B 4
:rﬂ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :
! REPUBLIK INDONESIA
W kartu Uji Berkala Kendaraan Barmotor
\\ Ministry of Transpartation
Republs of indonasis
Vafricle Periodical inspection Cand
|

WALIKOTA METRO,

ﬁ..g,&-lrl"v.

CHMAD PAIRIN
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Lampiran ¥V: Peraturan Walilwota Meoo

Nomor . 28 Tabun 2020
Tangeal B jul 2020
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Lampiran VI Peraturan Wabkota Metro

Nomor
Tangzal

;28 Tabhun 2020

: & july 2080

WALIKOTA METRO,
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Lampran VII : Peraturan Walikota Metro
Momor : 28 Tahun 2020

Tangsal @ [ Juu 2020

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

JL Buedi Uboma Mol 16 Margorcio Kota Metro Kode Pos 34011
Telp. (OF25] 420432

SURAT KETERANGAN
BURTI LULUS UJI SEMENTARA

. Nomor Pol

|7F-.-l.-_.T"I.L1'I'I.'IDT_I._I_]'i i . ' B

| ¢, Nama Pemilik Kengj;_a._r_gaﬁ | ]
| d. Alamat Pemnilik Kendarasn B

| e, Merk -

"t Tipe o
g Jenis / Peruntukan N Mopen / Mobus/ Mubar/Kend Khusus

h. lsi Silinder _ s :

iz Dava Motor/ Cylinder (CC)
| i. Bahan Sakar .
k. Talhiun Pembuatan N N
1, Status Penggunaan

rn.Nomor Rangka Landasan

Burat Keterangan Bukti Lulox Uji Sementara Berlakn Selama 14 [Empat Belas] Hari
Mulal Dari Ditetapkan Lulus Uji Hari : ............. Tenggal : ......... 5.0 Tanggal : ...

PERHATIAN : PARAF PENGU.JI

. Penmintaan untuk penukaran
Bulkti Lulus 11 Elektronik f s e e R |
{BLU-g] wajib bembawa bulti '

Tulus uji sementara HEPALA DINAS PERHUBUNGAN

&4, Peneetakan DBuki Lulus Uji I eI
Elekironik [BLU-e)  sesusai
dengan  tangeal Lulus  uji
Eendaraan
MIB, ©ooceoeomeoeee oo ssssoreessesess
WALIKOTA

A D PAIRIN




